
WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2OT9

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG

Menimbang i a.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang

Ke-472, Pemerintah Kota Semarang berencana melakukan
pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan
dokumen kependudukan, dengan maksud meningkatkan
kepedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen

kependudukan;

bahwa agar pembebasan denda administratif terhadap

keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan tersebut

dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan mempunyai dasar

hukum, maka perlu menetapkan pembebasan denda

administratif terhadap keterlambatan pelaporan dokumen

kependudukan di Kota Semarang dengan keputusan
Walikota;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang

Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan

Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Linglungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

dalam Daeratr Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 195O Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor L24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 46741, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 232, Tambahan
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3. Undang-Undang Nomsr 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Rrblik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQg

Nomor LL2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi
Pemerintahan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oI4 Nomor 292, Tambahan lembaran Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun LgT6 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun Lgr6 Nomor
25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3O7el;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun lgg2 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah ringkat II Purbalingga, Cilacap, wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tatrun 2OOT tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2oa6 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zooT Nomor 80,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
47361, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor LO2 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2aa7 tentang
Pelraksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 20A6 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 26s,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

LO. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 20OB tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol8 Nomor 18a);

1 1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OO4 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
1re);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2Ot6
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(lembaran Daerah Kota Semarang Takrun 2016 Nomor 4,
Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor t4, Tambahan l.embaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OO8

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintatran
Dalam Negeri di Kabupaten /Kota, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun
2OL2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2OO8 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol2 Nomor 1058);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 2036);

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Keda Disdukcapil Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

: Membebaskan Denda Administratif terhadap Keterlambatan
Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Seamarang

: Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU meliputi :

a. Kartu Keluarga;
b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
c. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi;

. Pindah Datang bagr WNI;
t Pindah Datang bagl Penduduk Non Permanen;
I Pindah Datang dari Luar Negeri bag,I*tt &

/



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

r Pindah Datang dari Luar Negeri bag WNA yang
memiliki rjin tinggal terbatas dan atau ijin tinggal
tetap;

I Perubahan status orang asing yang memiliki ijin
tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki
ijin tinggal tetap.;

d. Akta-akta meliputi :

r Akta Kelahiran;
t Akta Perkawinan;
r Akta Perceraian;
. Akta Pengakua.n, Akta Pengangkatan, dan Akta

Pengesahan Anak;
r Pembatalan Akta-at<ta Pencatatan Sipil;
r Perubahan akta-akta catatan sipil/catatan pinggrr;
t Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud
Dikftm KESAru berlaku bagr penduduk Kota semarang.

Pembebasan denda administratif sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 2 Janu an 2}lg
sampai dengan 28 Juni 2019.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

SALINAN disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

HENDRAR PRIHADI
t*

4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.


